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TENTANG

PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

Mengingat
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BUPATI WAKATORB],

bahwa agar penyelenggaraan program jaminan
kesehatan berjalan dengan efektifi dan efisien perlu
dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan
kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan dapat

terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang
ditentukan,;
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perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem
pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sasial Hdang Kesehatan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan,
Pemanfaatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
uu.ua I\.ld.!.l.l.l. Uﬂ..lll.l.l.l d.ll. nn's“;ua Lu:l.ll Pau.a U.LI.LL f‘ulﬂﬂsalja
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobj;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tamhahanrn Tamharan Nega 'I?m-n ihlils  bndomesio
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Nomor 4456) sebagalmana telah d1ubah terakhir
dengan UndangUidang Nomor 4 Taiiun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456):

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Teahaven VWY Nasmae 1572 T T ey e
. e i
LIUR LUUD Nomer 183, Tambihion Ismbheoron Negarn

Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah
awupah, terai<hir dengan U'ndang-Undang Nomor ii
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambden = Lembaran Negara Rennhlils
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Nomor 6573);

Indrnecia
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S. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256} sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 65 73}

.C\

UndangUndeang Nomor 23 Tahun 2014 tendang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lemharan Negam Renublik Indanesia Namor 5AR7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tabhun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantj
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keria menjadi Undang ~-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

+ i i rr AR 3.
Lembaran Negara Republils Indanesia Nemeor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tefhtang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonhesia
Tanurny 2023 Nomor 105, Tawmdalian einbaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerimaan Bantuan [uran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5372} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5731};
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9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Dase bamantrrlraan A Q ret
CemStIiuJdan aon Susunon Perangkat  Doemch

Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 20i6 Nomor 35) sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 5§ Talin 2016 tentanag Pemhentulran dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
U-€mbaran Daerah Kabu paien Wakatobi Tahun 20620
Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 26 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi (Berita
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:
Meneiapkan | FERATU RAN BU PATI TENTANG FENGELGLAATN,

PEMANFAATAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN PADA
TINIT PRIAKSANA TREKNIS NAFRRAH RITMAH SAKIT
UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
WAKATOBI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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1.
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3.

]

Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
R‘nr\g!‘i adalah Rupafi Walratahi
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsul penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wakatobi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada
Dinas Kesehatan. vang selanjutnyva disebut UPTD RSUD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daeah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

Nirelctuir adarah Direkfur Tinit Pelak sana Teknie Naerah Rumah
Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

Felayanian Resehatan adaiah segala keglalan pelayanan kesehaian
yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesia, diagnose,
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tindakan medis dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait
dalam upai/a mengatasi masalah kesehatan pasien.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
yang diperlukan, baik memperoleh pelayanan kesehatan yang
dirwerlukan, haik secara langaung muannn fidalk langaung di rumar

sakit.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
lurdnnya di Dayar oiehl pewmeriniai.

. Badan mnenvelengoara .Jamin
I L SESSAEE N =S e

ninan Sosial Kesehatan, vang selaniitnva
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

Pacoytms f\.f.l._"!.‘f\]"\ Aot Areyeeoa tarveanonals P S e Y- L) wvrurme halroris
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paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar
uran.

Dana Klaim adalah dana yang diperoleh oleh Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Wakatobi setelah mengajukan proses klaim
dengan menggunakan sotitware INA CB Gs atas pelayanan yang telah
diberikan terhadap pasien Peserta Jaminan Kesehatan.

INA CBG's atau Indonesia Case Base Groups adalah software
khusus yang digunakan untuk mengajukan klaim jamkesmas.

alale lalmeo-a
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pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dokter, perawatan,
penunjang diagnostik, pemeriksaan laboratorium, peiayanan gizi,
fisiotherapi dan pelayanan non medis atau administrasi.

Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik
yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat
lanjutan dan pelayanan gawat darurat.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan secepatnwa untuk wmencegah kematian. keparahan dan
atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik
vang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk
KCpoiuan ungratl lanjulail Untus Ropoiiudain Uuscivas), Uagiusis,
pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya.

Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayana_n
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik
yvang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan
dengan kondisi Medis tertentu antar fasilitas kesehatan yang
diser tai dengan menjaga kondisi pasien untuk kepentingan
keselamatan pasien.
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Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir
miskin dan orang vang tidak mampu sebagai peserta program
jaminan kesehatan.

[uran adalah sejumlah uang yang di bayar secara teratur oleh
necerta, I__\em'heﬁ kprjn atan ppmﬂrinfs\h

Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum dan
atau badan lainnya, yang memperkerjakan tenaga kerja atau
peneyelenggara Negara yang memperkerjakan pegawai negeri
dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pengelola Program adalah Tim Pengelola atau Pengendali Internal
Program Jaminan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi
yang diangkat atau ditetapkan melalui Keputusan Direktur untuk
mengendalikan  kelancaran pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan serta mengelola dana yang diperolah dari hasil klaim
melalui Rekening Rumah Sakit untuk kelancaran Program dan

keperluan pelayanan kesehatan bagi Pasien Peserta Jaminan
Kesehatan.

Ohat-Ohatan. adalah semua. enis abat-ohatan vang dihutuhkan oleh
pasien Peserta Jaminan Kesehatan.

BPH dan Alkes adalah segala bahan medis dan non medis habis

pakai serta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan
kesehatan.

Sarana dan Prasarana adalah sesuatu yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan baik media maupun alat sebagai penunjang utama

terselenggaranya sebuah proses Kkegiatan atau pelayanan baik
berwujud maupun tidak berwujud.

Ineentif adalah tamhahan nenghagilan heruna harang nang dan

lain sebagainya yang diberik:":rlnmf))ada seseorang untuk meningkatkan

: s S e M VT e s
gaﬁah atau motivdas: tareu u€rci)da.

Operasional adalah kebutuhan untuk menun jang Kelangsungan
pelayanan kesehatan terhadap pasien jaminan kesehatan sepe1:t1
oksigen, makan dal Ipninum pasien, alai tulls kanior, bahian celdk,
penggandaan serta kebutuhan penunjang lainnya yang dianggap
perlu

BAB 11
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan Kesehatan yang dijayant
di UPTD RSUD adalah pelawvanan kesehatan tingkat lanjutan.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana
dimaksud pada avat (1). meliputi:

a. rawat jalan tingkat lanjutan;
b. rawat inap tingkat lanjutan;
c. peiayanan persaiinan;
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(1)

(3)

d. pelayanan gawat darurat;

¢. pclayanan ICU;

f. layanan terapi oksigen hiperbarik;
g pelayanan penunjang; dan

h. dl.

Pasal 3
Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud

Arnlama Daocnl M + (M 1w i
Soeom Joastt 2 aygt (MM waf g, terdiri dosi:

a. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik sesuai
indikasi medis;

tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis;

c. pelajanan abat dan bahan hahis pakai:

d. pelayanan alat kesehatan;

€. rehabilitasi medik;

f. pelayanan rujuk balik;

g nelayanan nennniang diagnns wilke:

h. pelayanan darah;

i. pelayanan kedokteran forensic klinik meliputi pebuatan visum et
repertum; dan

j. pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit
pasca rawat inap.

Pllajanan rawen ‘inap” dugiat lanjtan salagainuma  dimdkbad

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. akomodasi rawat inap;

b. pemeriksaan, pengobatan dan konsulitasl spesiaiistik oleh doicter
spesialis atau subspesialis;

c. pelayanan penunjang diagnostik;

d. tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis;

- PR TIIS ST DT TN, PSS P B e e

e HUL(A.J CALACLLL WLCAL WICLL) L/CALICLLLE ALCLAIADY yu.ncu,

f. pelayanan rehabilitasi medik;

g pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit

pasca rawat inap; dan

h  nelavanan kedakteran fnrensic klinik melinuti nemhuatan visim
et repertum.

Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf c terdiri dari:

a. tindakan persalinan dengan penyulit ver veginam sesuai indikasi
med is; dan

b tindakan persalinan dengan penvulit perabdominan (section)

sesuai indikasi medis.

Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avat (21 huruf d, meliputi:
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(6)

(7)

(8)

n

(4)

a. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;

T timAnlr-am mAAdias

(A LLLIVACAMCLLL 110D,

¢. pemeriksa penunjang diagnostik;

d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan

e. perawatan inap (akomodasi) jika diperlukan.

Dila srem nem fam 1m0 3§ o~ vvmgand ol a\-: + mmmsmrrre boan astrsnaaf canha oo iveioe o
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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah mengelola pasien
dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang
mengancam iiwa pasien.

Layanan terapi oksigen hiperbarik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 awat (2} buruf f merupakan metode pengobatan vang
dilakukan dengan penggunaan 100% oksigen pada tekanan yang
lebih besar dari tekanan atmosfir yang bertujuan untuk
meningkatkan kadar oksigen dalam darah, plasma dan jaringan.

Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf g terdiri dari:

a. pemeriksaan radiologi;

b. pemeriksaan laboratorium;
c. pelayanan obat;

d. pelayanan gizi, dai

e. pelayanan darah.

Pelavanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat
(2) huruf h terdiri dari:

a. dalam kota, dan

b. luar kota.

BAB Il
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan .laminan Kesehatan adalah  herenmher dari dana
amanat pemilik seluruh peserta baik Peserta Penerima Bantuan
Turay D) Bdupan pestita dengai MRTbay.l urail.

Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh BPJS Kesehatan yang dipergunakan uI:ltuk
pelibaydlan  Dhdyd peiayadls kesclialalr  Lagl  pescila jauuall
kesehatan.

Untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta jamintan
kesehatan, UPTD RSUD setiap bulan mengajukan tagihan klaim
kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan Software INA CBG's.

Dana tagihan klaim jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada avat (3) dimanfaatkan langsung oleh UPTD RSUD .untuk
mmenuhi biaya jasa pelayanan bagi seluruh pegawai dan
Operasional UPTD RSUD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
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BABIV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAAAN DANA KLAIM JAMINAN
KESEHATAN

Pasal 5

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan

(2)

(1)

(2)

(3)

kenada Peserta Jaminan Kesehatan, maka dana vang diperoleh dari
hasil pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan dqaat dikelola dan

dimanfaatkan Jlangsung oleh UPTD RSUD sesuai Peraturan
Perundang-undangan.

Pengelolaan pemanfaatan dana klaim Jaminan Kesehatan
ditentukan dengan porsi pembagian sebagai berikut:

a. jasa pelayanan medis sebesar 50% (lima puluh persen); dan

b. obat-obatan, BMHP, alkes, sarana prasarana sebesar 50% (lima
puiuh persen,),

Pasal 6

Pembagian jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam

Momal E oy ok INY Lo s £ P P mam TTTYTITANTICTY T
L AADAL  wf CLYGRL (&) dlldblAlL i u.\,uso.u cuou,u; LW I WP S Wi L uu.,usauu-.

prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatuhan.

Distribusi penerimaan pembagian Jasa untuk masing-masing
Pegawai UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD RSUD.

Pendistribusian penggunaan dana untuk biaya cbat-obatan, BMHP,
Alkes maupun sarana dan prasarana penunjang Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diakumulasi
menjadi 100% ditetapkan sebagai berikut:

Obat-ohatan BMHP  Alkee mauimmn  earana  dan  nrasarana
penunjang kegiatan _yang berwujud maupun tidak berwujud serta

Ty
U})Cl abluuax UI 112 I.\OU L}, _)‘d_l]s LCI. LI..I..lJ. Ll.ﬂ..l.l
a. makan dan minum pasien;

b. alat tulis kantor, penggandaan, bahan cetak penunijang kegiatan
UPTD RSUD;

¢. koorditiasi  dan  koosuliast  keglalan  pengelolaan  dan
pelaksanaan program penunjang UPTD RSUD;

d. insentif dokter part time dan jenis kepegawaian lainnya;

kebutuhan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana UPTD
RSUD:;

f.  kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua maupun
roda empat sesuai kebutuhan; dan

g. operasional kegiatan penunjang sarana dan prasarana iainnya
sesuai kebutuhan UPTD RSUD berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.
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Pasal 7

th:uz“_z,ciuiaau, peinaniaaian  dan  perlanggungiawaban  dana klaim
jaminan kgsehatan UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) diserahkan kepada UPTD RSUD sesuai dengan Peraturan

Perundang-unda ngan vang herlalku
o>

BABV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Fasl B
(1} Pengelola program Bmiman kesehatan UPTD RSUD memhnat

laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan program
jaminan kesehatan secara berkala.

‘t’)\ DQ"‘\ £ T ¥ Aur e A f S 3 1 1
. & L, f\‘fﬂll TLOTYLATVEN ﬁ 0 3
= Tenggunaan can/atan pemanfoaton dana yang didapat dari hasi

pengajuan tagihan klaim jaminan kesehatan dibuat laporan
pertanggungjawaban  sesuai  dengan  keteniuan  Peraiuran
Perundang-undangan yang beraku.

Pasal v
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dana klaim jamiNan kesehatan yang baik secara teknis maupun

secara admillistrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

£ T ledn vae. TTTFTTY TIQTTITY el e e el e L. L - P
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melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penggunaan dana
kiaim jaminan Kesehatan.

BAB VI
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Pasal 10

(1) SiLPA UPTD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran UPTD RSUD pada tahun-tahun
sebelumnya.

(2) SiLrA UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan/dimanfaatkan dalam tahun anggaran berikuinya sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemanfaatan SiLPA UPTD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD,
antara lain uniuk kebuiuhan belanja operasional dan belanja
modal.

(4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencakup:

a. program danlkegiatan pelayanan masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun
herialan: dan
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b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
mempengaruhi  keberlaniutan pelay/anan dan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Runati ini mulai herlaku Peraturan Runati Nomar
18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim
Jaminan Reschatan pada™wamali Sakit Umum Daviah Kabupaten
Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 18)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraiuran Bupaii i muial beriaku pada ianggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dmgan penempatanniva dalam Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi.
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